BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR .§ TAHUN 2016

- TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24ayat
(3) dan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 159 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Dacrah, maka guna kelancaran
pelaksanaan pajak restoran dipandang perlu
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Restoran dalam Peraturan Bupati.

1.

'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

,Undang-l_}ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pcrundang—Undangan

- 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan

ngglbaran Negara Republik Indonesia . Nomor
0234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan



Menetapkan

10,

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara,
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tehun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan - = Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199); 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun.2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); .
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008
Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
‘Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010
Nomor 12} ;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
(Berita Dacrah Kabupaten Lamongan Tahun
2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26

Tahun 2014 . (Berita Daerah  Kabupaten
Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT] TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

th R w

o

10. Warung/depot adalah usaha kecil mi
11.

12,

13.

14,

* kekurangan pembayaran pokok paj
15,

16.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan. .
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh restoran.

. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi

dengan peralatan dan perléngkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan dan-penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak
berpindah-pindah.

Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat
tetap yang tidak berpindah-pindah.

Kafe adalah usalia penyediaan makanan dan minuman dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak
berpindah-pindah. :

Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang
dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang
dibawa sendiri maupun yang dibeli ditempat ;

lik keluarga yang berbentuk
kedai, kios, toko kecil atau restoran sederhana.

Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi
yang diinginkan oleh pemesan. o
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjulk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah - Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumleh

ak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ‘ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang,



17. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

18. Surat Tagihan Pajak Daersh yang selanjutnya disingkat STPD atau
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.,

19. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi

" oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
dan STPD ke kas daecrah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan. :

20.Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk
membetulkan masalah teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN atau STPD.

21. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKPD,. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
wajib pajak. . .

22. Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh
wajib pajak.

23, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya

- pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya. ‘

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi
keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun. laporan keuangan berupa neraca dan .

~ perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
- Pasal 2

(1) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan
. penjualan makanan dan/atau minuman serta jajan yang dikonsumsi

oleh pembeli, baik yang dikpnsumsi ditempat pelayanan maupun
ditempat lain. :

(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

_ restoran;

rumah makan:

warung/ depot;

kantin;

kafetaria;

kedai;

jasa boga/ catering;

. fast food dan sejenisnya.

(4) Tidak termasuk obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai

pen_jualannya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) per hari, o '

TR e pe TP



Pasal 3

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli
- makanan dan/atau minuman dari restoran.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran.
BAB I
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
yang scharusnya diterima restoran

Pasal 5
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
' Pasal 6

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara ‘mengalikan tarif
_sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. :

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BABV
- MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK PERUTANG
Pasal 8

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (saty) bulan
kalender, .
(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat orang pribadi atau

badan melakukan pembayaran restoran atau sejak disampaikan/
ditertibkan SPTPD.

" BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD
Pasal9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. |

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya. :
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan setiap

b bulan kepada Kepala Dispenda selambat-lambatnya, tanggal 15 (lima

belas) bulan berikutnya atau. 15 (lima belas) hari sgjak jatuh tempo
masa pajak. {/



(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka
batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja

. berikutnya.

(S) Apabila Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPTPD dengan tidak
jelas, tidak benar dan tidak lengkap maka akan dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 10

Dispenda - berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan tcrha.c}ap
kebenaran dan kelengkapan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

| BAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

(2) Apabila pembayatran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD,

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2} Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun wakty tertentu,
seteclah memenuhi persyaratan yang ditent . '

(3) Angsuran pembayaran .pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang
dibayar. .

(4} Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak’ yang belum atau
kurang dibayar. :

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana

* dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

{1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam - buku
penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dispenda. '



(1)

(2)

- . Pasal 14

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana diiaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

. a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak

3)

yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% {dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak; ° :

b. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak;

¢. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang
dihitung secara jabatan, dikenaken sanksi administrasi berupa
denda kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen} sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan

apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan

. dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%

- (4)

S

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c¢ diterbitkan

apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan Jjumlah -
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang sebgaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangka waktu yang telah. ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa

- bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(6)

(1) Wajib -Pajak dapat mengajukan

Penambahan jumlah pajak yang ferutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan' pemeriksaan.

BAB VIII '
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENHAPUSAN SANKSI
ADMID{ISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 15°

permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan



Dispenda dengan mélampirkan fotocopy NPWPD dan SPTPD disertai
dengan bukti dan alasan yang jelas. .

(2) Dispenda melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak

- sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tidak menunda
kewajiban pembayaran pajak, .

: BAB IX .
PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT
" Pasal 16

(1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol
kegiatan transaksi Wajib Pajak.

(2) Alat utuk mengontrol kegiatan transaksi Wajib Pajak dapat berupa
alat elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi
kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah

. dengan alat yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(3) Pemasangan/penempatan alat: sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan berita acara. -

BAB X .
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya;

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b, masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas. o : :

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
‘{dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan. . '

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1
{satu) bulan. .

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran
pajek sebagaimana dimalksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama .2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP),

(6} Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
.lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% {dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.



Pasal 18

Apabila kelebihan pe_mbayara.-ﬁ pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {4), pembayarannya

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
berlalku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

: . Lamongnn Ditetapkan di Lamongan
DPlundaaghan 81 p pan ( garl
pada tanggol (o Janmﬁ 206 e
SEXRETARIS DAERAK KABUPATEN AL AN ONGAN,

LAMONGAN,

YUHRORUR EFEND! -

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TARUN 2016



